
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Kabupaten Wonogiri; 
Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ten tang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 ten tang 

a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil 

Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran 

Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan Dan Keuangan Daerah maka Peraturan 

Bupati Wonogiri Nomor 93 Tahun 2021 tentang Sistem 

Akuntansi Pemerintah Kabupaten Wonogiri perlu ditinjau 

kembali; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati 

tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 

93 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI WONOGIRI, 

Menimbang 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI WONOGIRI 

NOMOR 93 TAHUN 2021 TENTANG SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH 

KABUPATEN WONOGIRI 

TENT ANG 

PERATURAN BUPATI WONOGIRI 

NOMOR 78 'l\\HUN 2022 

BUPATI WONOGIRI 

PRO VIN SI JAW A TENGAH 



Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan 

Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi 

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam 
Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan 
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem 
Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lcmbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6515); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 
2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan 
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk 
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 
19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang 
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau 
Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6515); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 



245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6573); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 

tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat 

dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6757); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 ten tang 

Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4090); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4502); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang 

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nornor 136, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4574); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4575); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4614); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 



25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4614); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 ten tang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6523); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 
Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Serita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Serita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781); 

19. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 93 Tahun 2021 tentang 
Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Wonogiri (Berita 
Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 95); 



AERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2022 NOMOR 78 

Diundangkan di Wonogiri 

pada tanggal 27 Desember 2022 

RETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI 

Ditetapkan di Wonogiri 

pada tanggal 27 Desember 2022 

UPATI WONOGIRI, 1 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkan dalam 

Berita Daerah Kabupaten Wonogiri. 

Pasal I 

Ketentuan dalam Lampiran I Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 

93 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten 

Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 

95) diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran 

yang meru pakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bu pati 

ini. 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 

BUPATI WONOGIRI NOMOR 93 TAHUN 2021 TENTANG SISTEM 

AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI. 

Menetapkan 
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'JJ 
I ASET 

1 1 ASET LAN CAR 

l 1 01 Kas dan Setara Kas 

I l 01 01 Kas di Kas Daerah 

1 1 01 01 01 Kas di Kas Daerah 

1 1 01 01 01 0001 Kas di Kas Daerah 

1 I 01 02 Kas di Bendahara Penerimaan 

I l 01 02 01 Kas di Bcndahara Penerimaan 

I 1 01 02 01 0001 Kas di Bendahara Penerimaan 

1 1 01 03 Kas di Bend ahara Perigeluaran 

1 I 01 03 01 Kas di Bend ahara Pcngeluaran 

l l 01 03 01 0001 Kas di Bendahara Pengeluaran 

l 1 01 01 Kas di BLUD 

1 1 01 04 01 Kas di 8Lll [) 

I 1 () 1 01 01 0001 Kas di BLUD 

1 l () 1 05 Kas Dana BOS 

1 l OJ 05 01 Kas Dana BOS 

1 1 01 05 01 0001 Kas Dana BOS 

l 1 01 OG Kas Dana Kapitasi pada FKTP 

J l 01 06 01 Kas Dana Kapitasi pada F'I.;:TP 

1 1 01 OG 01 0001 Kas Dana Kapitasi pada F'KTP 

1 l 01 07 Kas Lainnya 

1 l 01 07 () 1 Ka,s Lainn ya 

1 l 01 07 () 1 0001 Kas Lainnya 

I 1 01 08 Setara Kas 

1 1 O I 08 () l Setara Kas 

1 l 01 08 01 0001 Setara Kas 

1 l 01 09 Kas Dana Desa 

l l 01 09 01 Kas Dana Desa 

1 1 Ol 09 ()] 0001 Kas Dana Desa 

1 J 02 lnvestasi ,Jangka Pendek 

I 1 02 01 Investasi dalam Saham 

l I 02 01 01 Investasi dalam Saharn 

1 l 02 01 () l 000 I Investasi dalarn Saharu 

1 1 02 02 lnvcstasi rialam Deposito 

l I 02 02 () l Deposito .Jangka Perulek 

l l 02 02 01 0001 Deposito ,Jangka Pendek 

LAMPIRAN I 
PERATURAN BUPATI WONOGIRI 
NOMOR 78 TAHUii 2022 
TENT ANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
BUPATI WONOGIRI NOMOR 93 TAHUN 
2021 TENTANG SISTEM AKUNTANSI 
PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI 



Kodc Akun Uraian Akun 
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I 1 ()'2 en Investasi dalam SUN 

I I oz 03 01 lnvestasi dalam SUN 

1 1 02 03 01 0001 Investasi dalarn SUN 

l 1 02 04 Investasi dalam SBI 

l 1 02 04 01 Investasi dalam SB! 

l 1 02 04 01 0001 Investasi dalam sm 
l I 02 05 Investasi dalarn SPN 

I l 02 05 01 Investasi dalam SPN 

l I 02 05 01 0001 Investasi dalam SPN 

I 1 0·2 06 Investasi Jangka Pendek BLUD 

I 1 02 06 01 Investasi Jangka Peudek ALUD 

I l 02 06 01 0001 Invest:asi ,langka Pendek 13LUD 

Digunakan untuk mencatat investasi jangka pcndek BLUD. 

1 I 03 Piutang Pajak Daerah 

I 1 03 06 Piutang Pajak Hotel 

1 I 03 06 01 Piuta.ng Pajak Hotel 

1 1 03 06 01 0001 Piutang Pajak Hotel 

I 1 03 06 02 Piutaug Pajak Motel 

l 1 03 06 02 0001 Piutang Pajak Motel 

1 I oa 06 03 Piutang Pajak Losrnen 

I I 03 06 03 0001 Piutang Pajak Losmcn 

1 l 03 06 04 Piutang Pajak Gubuk Pariwisata 

1 1 03 06 04 0001 Piuta.ng Pajak Gubuk Pariwisat:a 

1 I 03 06 05 Piutang Pajak Wisrua Pariwisata 

1 I 03 06 05 0001 Piuta.ng Pajak Wisma Pariwisata 

1 I 0:1 06 0(, Piut.ang Pajak Pcsanggrahan 

1 I 03 06 06 0001 Piutang Pajak Pesanggrahan 

I I oa 06 07 Piutang Pajak Rumah Penginapan clan Sejenisnya 

l l 0:1 06 07 0001 Piutang Pajak Ruruah Penginapan dan Sejenisnya 

1 I 03 06 08 Piutang Pajak Rumah Kos dengan .Jumlah Karnar Lebih dari l O (Sepuluh) 
I I 03 06 08 0001 Piutang Pajak Rmnah Kos <lengan Jumlah Kamai· Lebih dari 10 (Sepuluhj 

1 I 03 07 Piutang Pajak Rcstoran 

I I 03 07 01 Piutang Pajak Restoran dan sejenisnya 

1 I 03 07 01 0001 Piutang Pajak Restoran dan Sejenisuya 

I I 03 07 02 Piutang Pajak R111nah Makan dan Sejenisnya 

l 1 oa 07 02 0001 Piutang Pajak Rmnah Makan dan Sejenisuya 

I I 03 07 03 Piut:ang Pajak Kafetaria clan Sejenisnva 

1 1 03 07 03 0001 1-'iutang Pajak Kafetaria dan Sejenisnya 

1 l 03 ()7 04 Pin tang Pajak Kantin dan S""j<:'.nisnya 
l I 03 07 04 0001 Piutang Pajak Kantin clan Sejcnisnya 

l 1 03 07 05 Piutang Pajak Warung dan Sejenisnya 
1 I 03 07 05 0001 Piutang Pajak Wan mg dan Sejenisnva 
1 I 03 07 06 Piutang Pajak Bar dan Sejenisnya 

1 I 03 07 06 0001 Piutang Pajak Bar dan Sejenisnya 

I I 03 07 07 Piutang Pajak Jasa Bogaj'Katering dan Scjcnisnya 

1 1 03 07 07 0001 Piutang Pajak .Jasa l:loga/Katering dan Sejernsrtya 

I 1 03 08 Pintang Pajak Hiburan 

I I 03 08 01 Piutang Pajak Tontonan Film 



Defisit Penyelcsaifm Utang kepada Lembaga Kcuru1gan Rukru1 Bank (LKBB)-Swasla­ 
,JangkH Mt:nengal1-LO 

5 2 3 8 

Dcfisit. Penyelesaian Utang kcpada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta­ 
Jangka Mencngah-LO 

5 2 3 8 

Defisit Penyelesaiau Utang kcpada Lembaga Kc11angan 13ukaJ1 Bank (LKHB)-13UMD­ 
,Jangka f'anjang-LO 

1 3 2 3 8 

Defisit Pcnyelesaian Utang kepada Lem baga Kcuangan Rukan Bank (LKBB)­ 
BUMD- Jruw.ka Panjang-LO 

04 3 02 03 8 

Dcfisit. Penyelesaian lltang kcpada Lembaga KeuaJtgau Bukan Hank (LKBR)-HUMD­ 
Jangka Menengah-LO 

0001 03 3 0'2 03 8 

Defisit Penyelcsaian Utang kepada Lembaga Kel!ang3..11 Hllkan Bank (Ll,DD)-BUMD­ 
,Jangka Menengal1-LO 

3 3 2 3 8 

Defisit Pcnyclesaian Utang kcpada Lernbaga Keuangan Bukan Flank (Ll~BB)-BlJMN­ 
.Jangka Panjang-Lo 

3 2 3 8 

Deflsit Penyelesalan Utang kcpacla Lembaga Keuangan Bukan Bank (Ll~BO)-DUMN­ 
.Jangka Panjang-Lo 

2 3 2 3 8 

Dcfisit Penvelesaian Ut.ang kepada Lernbaga Keuangan Bukan Bank (LKBH)-13UMN­ 
-Jangka Mcnengah-Lo 

8 

Defisit Peuyelesaian Utang kcpada Lernbaga Keuangan Hukan Bank (LhKB)·DUMN­ 
.Jangka Menengah-Lo 

01 3 02 0:-1 8 
Deflsit Penvclesaian Utang kepada Lcrnbaga Keuangau l:lukan Bank (LKl:ll:l)-LO 

Dcfisit Penyelesaian Utang kepada LKB-Swasta-Jangka Panjang-Lo 6 

8 
8 

Defisit Penyelesaian Urang kepada LKB-Swasta-,Jangka Panjaug-LO 6 :1 2 '2 8 
Dcfisit Pcnyclesaian Utang kepada LKl:l-Swasta-,Jangka Menengah-LO 5 3 2 2 8 

05 8 
Defisit. Penyclesalan Utang kepacla LKB-BUMD-,Jangka Panjang-Lo 000] 
Defisit Penyelesaian Utaug kepada LKB-f-!UMD-Jangka Panjang-LO 4 

3 02 02 
:-1 2 2 

8 
8 

Defisit Pcnyelesaian Utang kepada LKB-HUMD-Jangka Menengah-Lo 3 3 2 2 8 
Delisit Pcnyelesalan Utang kepada LKB-BUMD-,langka Menengah-LO 3 2 3 8 
Dcfisit Penyelesaian Utang kcpada Ll'13-BUMN-,Jangka Panjang-LO 2 2 3 8 
Defisit Penyelesaian Ut.ang kepada LKD-BUMN-,Ja11gka Panjang-Lo ()'2 02 02 3 8 
Defisit Penyelesaian Utang kepada Ll\B-BUMN-Jangka Menengah-LO 000 J 01 02 02 3 8 
Defisit Pcnvelesaian Utang kepada LKB-BUMN-,Jangka Menengah-t.o 2 2 3 8 
Defislt Penyelesaian Utang kepada Lcrn baga Keuangan Bank (LK.B)-LO 2 3 8 

Dcfisit Penyclesaian Utang kcpada Pemerintah Pusat-Sumber Lainnva sesuai 
dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Uudangan-Jangka Panjang-Lo 

6 3 8 

Deflsit Penyelesaian Utang kepada Pcmerintah Pusat-Sumbcr Laiunya sesuai 
dengan Ketcntuan Peraturan Pcrundang-Undangan-Jangka Panjang-Lo 

06 02 01 3 8 

Defisit Penyelesalan utang kepada Pemerintah Pusat-Sumber Laiunva sesuai 
dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Umlangan-Jangka Meuengah-LO 

ooo 1 05 02 Ol 3 8 

Detisit Penyelesaian Utang kepada Perncrintah Pusat-Sumber Lainnya sesuai 
dcngan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Mcncngah-lO 

5 2 1 3 8 

Defisit Penyelesaian Utang kepada Pcmcrintah Pusat-Penerusan Pinjaman 
Luar Negeri-dangka Panjang-LO 

4 2 8 

Defisit Penyelesaian Utang kepada Perncrintah Pusat-Penerusan Pinjaman 
Luar Ncgeri-Jangka Panjang-LO 

4 3 2 1 8 

Defisit Penyelesaian Utang kcpada Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman 
L11ar Negeri-Ja.ngka Menengah-Lo 

3 3 2 1 8 

Defisit Penvelesaian Utang kepada Pemerinta.11 Pusat-Pencrusan Pinjaman 
l.uar Negeri-Jangka Meueugah-Lo 

03 3 02 01 8 

Deflsit Penyclcsaian Utang kepada Pemerintah Pusat-Pcncrusan Pinjaman 
Dalam Negeri-Jangka Panjang-LO 

000 l 02 3 02 01 8 

Dc!isit Peuvelesaian Utang kcpada Perncrintah Pusat-Penerusan Pinjaruan 
Dalam Negeri-Jangka Panjang-LO 

2 ;3 2 1 8 

Defisit Penyelesaian Uta.ng kepacla Pernerintah Pusat-Pcncrusan Pinjaman 
Dalam Negeri-darigka Mencngah-LO 

3 2 1 8 

Dcfisit Penyelesaian Utang kepada Pernerintah Pusat-Penerusan Pinjaman 
Dalam Negeri-dangka Menengah-LO 

3 '2 l 8 
Defisit Penyelcsaian Utang kepada Pernerintah Pusat-LO 

Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO 

3 02 01 

3 
8 
8 

2 yang 'l'idak Defisit Penghapusan Asel Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Tetap 
Digunakan Dalam Operasional Peruerintah-Lo 

8 3 8 

Defisit Pcnghapusan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang-LO 8 4 3 8 
Deflsit Penghapusan Aset Lain-Lain-LO 4 8 

U raian Akun 

Defisit Penyelesaian Utang kcpada LKU-Swasta-,Jangka Mcnengah-Lt) 

3 

2 

Kode Akun 

3 8 
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8 3 03 Defislt da.ri Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO 
8 3 03 01 Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO 
8 3 03 01 01 Defisit dari Kegiatan Non Operasional La.innya-LO 
8 3 03 Ol 01 0001 Deli sit dari Kegialan Non Operasional Lainnya-LO 
8 3 03 02 Defisit Pelepasan lnvestasi Jangka Pendek-LO 
8 3 03 02 01 Defis it Pelepasan Investasi Jangka Pendek-LO 
8 3 03 02 01 0001 Defisit Pelepasa.n lnvest.asi Jangka Pendek-LO 
8 4 BEBAN LUAR BIASA 
8 4 01 Beban Luar Biasa 
8 4 01 01 Beban 1'ida.k Terduga 
8 4 01 01 01 Beban Tidak Terduga 
8 4 OJ 01 01 0001 Beban Tidak Terd uga 
8 4 01 02 Beban Luar Biasa Lainnya 
8 9 OJ 02 01 Beban Luar Biasa Lainnya 
8 4 01 02 01 0001 Beban Luar Biase La.innya 


